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Analisis soal 

 

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus 

dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut! 

Jawab : 

● Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut yaitu dapat mengetahui tentang  

permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya membuat sekelompok  

masyarakat mengajukan aspirasi yang dapat mengancam demokrasi konstitusional  

di Indonesia, para masyarakat melakukan demostrasi dengan tujuan kesejahteraan  

pekerja, peningkatan produktivitas pekerja,yang berpengaruh pada peningkatan  

investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari pernyataan tersebut saya dapat memahami  

jangan takut untuk mengajukan aspirasi demi melindungi konstitusi Indonesia. 

● Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel  

tersebut yaitu semestinya UU Cipta Kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

luas. Indonesia menganut system demokrasi dimana kekuasaan berada di tangan  

rakyat, Seharusnya pemerintah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, 

mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak  

luas lebih mengedepankan kepentingan masyarakat nya demi kesejahteraan  

bersama. 

Seharusnya konstitusi negara Indonesia bahkan dimuat kewajiban negara untuk: 

- Melindungi, memajukan, dan menegakan hak asasi manusia. 

- Kewajiban untuk melindungi fakir miskin dan anak telantar.  

- Kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan.  

- Kewajiban lainnya untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan memajukan kesejahteraan umum. 

 

 

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, 

seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945? 

Jawab: 

● Hakikat konstitusi 

Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis,  

sosiologis, bahkan bersifat juridis dan menjadi pegangan dalam penyelenggaraan  

suatu negara. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, 

dipakainya istilah constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.  

Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang- 

undang dasar. Istilah tersebut menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan  

suatu negara. Bagi para sarjana ilmu politik istilah constitution merupakan sesuatu  



yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun  

tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan  

diselenggarakan dalam suatu masyarakat. 

● Pentingnya Konstitusi 

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan  

bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar  

penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai  

pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena  

konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada  

di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia  

tidak dilanggar. Fungsi dari konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945 yaitu: 

1.  Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini 

berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

merugikan masyarakat.  

2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat 

wajib menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap 

haknya.  

3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan 

kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi 

penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. 

4. Membatasi kekuasan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan, sehingga 

hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. 

5. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 

6. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 

7. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan.. 

8. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. 

9. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu 

negara. 

 

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat 

hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya? 

Jawab : 

1.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk 

memperkaya diri sendiri (korupsi). Seorang pejabat yang korupsi layaknya mendapatkan 

hukuman yang maksimal karena perbuatannya tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga 

merugikan negara,bahkan di beberapa negara seorang koruptor banyak yang dijatuhkan 

hukuman mati. 

2.Pejabat yang tidak mengakui dan menghargai hak asasi manusia 

Padahal telah disampaikan dalam undang undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, 

hukum, Pemerintah, dan setiap orang. 



Pejabat yang tidak menghargai hak asasi sesama manusia,tidak layak dijadikan sebagai 

pejabat.Pejabat yang melanggar HAM berat harus dihukum sesuai yang ada dalam UU Nomor 

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hukuman pidana untuk pelanggar HAM berat minimal 

adalah 10 tahun. 

3.Pejabat yang memihak kepada salah satu lembaga tertentu. 

Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam 

penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu 

Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan 

pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Jika pejabat memihak kepada salah satu 

lembaga tertentu untuk kepentingan pribadi dan Melanggar ketentuan UUD, maka perwakilan 

rakyat wajib memberhentikan nya. 


